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BAB 1
KEDUDUKAN

Pasal 2

ngan Hidup Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan
bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

ngan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam
an urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi
Daerah dan tugas pembantuan vang diberikan kepada Daerah.
gkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
(2) menyelenggarakan fungsi:

san kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
aan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
aan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
aan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
SINYA.

BAB I
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

nga: Hidup terdiri dari :

ataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ngelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3] dan

B

K jtas) .
1daliz a;encmmndankemaakanungkuanidup.
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phagaimana dimak i
IR oy A Sy E;“d pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang
. BEUNg jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

1 ‘l;n ;lyl::: lf:fllJiiﬂTrlluDra?-;p&k L‘ingkuﬂgnl'j sebagaimana dimaksud

R hlinkan pmgmmu kﬂ-_ mempunyai tugas mempersiapkan
e, Program, kegiatan dan pelaksanaan operasional
AT da:: kajian dampak lingkungan.

4Kan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Kajian Dampak Lingkungan mempuny':li fungsi :

data dan informasi sumberdaya alam;

1 dokumen RPPLH: '

dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;

n dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

daya dukung  dan daya tampung lingkungan hidup;

3l peniyusunan tata ruang yang berbasis  daya dukung

a tampung lingkungan hidup;

1 instrumen ekonomi lingkungan hidup

PDRB hijau, mekani i if disi if,pendanaan

hidup): &L, sme insentifl disinsentt,pen

'Iﬁhﬂdﬁaﬁnm, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;

Status Lingkungan Hidup Daerah,

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH,

n Kajian Lingkungan  Hidup Strategis Kabupaten;

Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

arlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;

binaan penyclenggaraan KLHS,

dan evaluasi KLHS;

penyusunan instrumen pencegahan pencemaran

~ kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin

audit LH, analisis resiko LH);

aadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);

n tim kajian dokumen lingkungan hidup

paran (komisi penilai, tim pakar dan

proses izin lingkungan; dan

fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

dan fungsinya.
Pasal 14

n dan Pf.njl"ﬂleﬁﬂiﬂ.ﬁ SEﬂgkﬂﬂ Lingkungan Eebagnjmgna

Pasal 12 ayat (1] huruf b, mempunyai tugas mempersiapkan

an, program, kegiatan dan pelaksanaan operasional

dan penyelesaian sengketa lingkungan.

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Seksi

.nvelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai fungsi :
kebijakan tentang kt:m cara pelayanan pengaduan

an p uan mas : M

. g:f:d pcn@duy:nm atas usaha atau kegiatan yang

dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

anaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan,

e e fomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;




pela ki sanaan
.:‘:Iimlnk lanju?mm:ﬂﬂﬂl, monitoring dan pelaporan atas
pyelesaian
paupun melalui ];.::gaﬂifam lingkungan baik di luar pengadilan
inlisasi tala cara pengaduan:
embangan  sistem informasi penerimaan
: M n:::flm dte.-n o usaha atau kegiatan
gelolaan uugkunmn Hﬁ: ! izin Perlindungan dan
p; dan

.h: ksanaan ﬂ-lnEEi ]H.i.t'l. an i - ’
ugas dan fungsinya, YW gideciistn oleh Kepala Bidang terkait denigan

Pasal 15

i Pe: &gak;in Hukum l.ing.kuw sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf ¢, mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan,
, kegiatan dan pelaksanaan operasional urusan penegakan hukum

. melnkaannka._n tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
egakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi :
fusunan !{&huakan pengawasan terhadap usaha

atau kegiatan vang memiliki izin lingkungan dan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
sanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin
dungan dan pengelolaan lingkungan;

SANAAN  PEngawasan tindaklanjut rekomendasi
evaluasi penerima izin lingkungan dan izin
wdungan dan pengelolaan lingkungan;

Ad dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas
ngan Hidup Daerah;

entukan  tim  koordinasi penegakan hukum lingkungan;
tukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
sanaan penegakan hukum atas pelanggaran

dungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
sanaan penyidikan perkara  pelanggaran lingkungan hidup;
panart barang bukti dan penanganan hukum pidana secara

as dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
i Pasal 16

g Fengelﬂ,laan sampah. Limbah B3 dan PEﬂingk?.lml Km&a“.ﬂs
unyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, program,
an dan pelaksanaan operasional bidang pengelolaan sampah, limbah
ingkatan kapasitas. _ - 1 | |
ﬁakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai

vusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Dacrah;
penctapan target pengurangan sampah dan - priontas
s sampah untuk setiap kurun w p:;:tantu.

kebijakan pengurangan o T ; .
bi:::: pei}ﬂhatm%mmn sampah kepada produsen / industri;
pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang
nampu diurai oleh proses alam;
8




produk; embali sampah  dari Produk  dan

n Tii&hm'ﬁ;ﬁ?ﬂrgﬂ;;ﬁlﬁ; dan pemrosesan
Bmfurt?:hmﬁ“"j::umml;l; _
A R
gan open dumpilj'.‘g:-ﬂmpa: pemrosesan akhir dengan  sistem
dan pelaksanaan  sistem tanggap darurat pengelolaan

kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir

an kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dan  kemitraan

badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan
an sampah;
gan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

kebijakan perizinan pengolahan sampah,
[ sampah dan pemrosesan akhir sampah
gearakan oleh swasta;
an perizinan pengolahan sampah, pengangkutan  sampah
sesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta,
kebijakan pembinaan dan pengawasan
F!Eﬂglﬂlnlaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain
aha);:
an pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan

yvang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usahal;
n penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara
(pengajuan, perpanjangan, perubahan dan  pencabutan)
i Daerah;
perizinan penyimpanan sementara limbah
1 satu Daerah;
aan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara
dalam satu Daerah;
n kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah
, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam

1 perizinan bagi pengumpul limbah B3 pelaksanaan perizinan

an Limbah B3 penggunakan alat angkut roda 3
kan dalam satu Daerah;

1 perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu

1 perizinan penguburan limbah B3 medis;

) dan pengawasan terhadap  pengolahan, pemanfaatan,
an kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
tokal atau pengetahuan tradisional dan

Jokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA

n Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; |
verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan

t hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan

dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan

terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan



penetapan  tanah

kearifan }nk;;lmt Yang merupakan  keberad MHA
= it ! a o eDeracdann t

I;:n‘k::ar:: 8;{1 tl{ukal atayu Pﬂﬁsﬁ:h pengetahuan  tradisional dan
¢ : pan perlindungan dap per i uan tradisional dan hak MHA terkait

: pt.lﬂlrtml:a;?:n kumurﬁmi ﬁl I= m'mngi:f?l:n Hﬂakungnn hidup;

pembentukan A r

penyusunan dﬁn Itéa mngﬂkua“nm“?ﬂgﬁ;kat hukum adat;

pungelahuan tmdi:ilgna;nrumsi profil  MHA, kzﬂ:gir;nﬂl:l;l atau

Lingkungan Hidup; terkait Perlindungan dan Pengelolaan

penyusunan kebijakan
kearifan lokal ataubﬁmngemh?‘ﬂ“j“ﬂkﬁfankapasim MHA,
penyelenggaraan vendid an tradisional terkait PPLH;
pendampingan terhadap m_]lkﬂﬂ dan pelatihan, pengembangan dan
tradisional terkait PPLH: A, kearifan lokal atau  pengetahuan
. pelaksanaan fasilitaai' / :
keanfan lokal atau pen mﬁ"ﬂmm&r dan  pemberdayaan MHA,
3 engetahuan tradisional terkait PPLH;
. penyiapan model peningkatan kapasitas d ’ kerjasama
T T ke, L e L
! | atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
penylapan sarpras  peningkatan kapasitas dan  peningkatan
kerjasama MHA Yt Bé
oo ’ _ earifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait PPLH;
sp. pengembangan materi diklat dan penyuluban LH;
pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
pelgkmaan diklat dan penyuluhan LH;
peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
. pengembangan jenis penghargaan LH;
penyusunan kehijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
a. dukungan program  pembenan penghargaan tingkat
provinsi dan nasional; dan . :
sbb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 17

_-éeksi Pengolahan gﬂml-’mh-

b. Seksi Limbah B3; dan Pt

=il r i " Lm 3 n@ﬂ Hl‘dup- .
.I:L:;:;;gal;a:anm Kapﬂﬂi;ﬂ;‘ . __f;,ruat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang
e oaga e an bertanggung jawab kepada KEON R BRCRAE:

pasal 18
’ gaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
i Pengolahan Sa.m!’ah Tn:ﬂwﬁﬂkm perumusan kehijakan, program,
ai tugas | rasional urusan pengelolaan sampah.

e g dimaksud pada ayat (1), Seksi

: atan dan pelaksanaan ope :
atuk melaksanakan tugas sebagaimana

| :I:ﬁ_-'-_- lahan Sampah memplm}'ﬂi fungsi : tingkat Daerah;
= 2 pengelolaan sampah ngr_hﬁmjmj'm




. pembinaan  pemla

pro usen/industri: tasan timbungy, sampah  kepad

& pembinaan pengpy o

| pu diurai oleh m‘;':;n h“h‘““ baky procluksi dan k ar

pembinaan pendaur i alarn; uksi dan kemasan yang
_ﬂ};-ldmnn fasilitng Pcndam::: :‘:ﬂmmh?

pembinaan  pemanfaggy gAN sampah;
i b ® kembali sampah’dari produk dan kemasan
_n:iimlsin p:n:'{mmnnng AN sampah di Daerah;

i‘;d""’!"‘mnﬂh; ' PEMBUMpulan, pengangkutan dan pemrosesan
penyediaan sarpras pen nan ‘sam

ungutan retnbusi :;E:ll'{ﬂn ab:

e o

lempat pemrosesan akhir

. = mbEI'ia 1
S lhir san':;zl;"pe“ﬂam dampak negatif kegiatan pemrosesan
*' anaanaat:l S;‘]:! nasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan
npah; a pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan
agembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
pEsLsLnAan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan
sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
pelaksanaan penizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan
pemrosesan akhir sampah vang diselenggarakan oleh swasta;

uymusan kebijakan pembinaan dan pengawasan

nerja  pengelolaan sampah vang dilaksanakan oleh pihak lain
an usaha);

sanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan

ksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan
s dan fungsinya.

Pasal 19

i Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b,

unyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan, program, kegiatan
sanaan operasional urusan limbah B3.

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1), Seksi

y B3 mempunyai fungsi @ o :
wusan penyusunan kebijakan penzinan penyimpanan  sementara

B3 (pengajuan, perpanjangan
bahan dan pencabutan) dalam satu Daerah;
csanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam  satu

pengawasan  penyimpanan  Sementay

Daerah;
nfr?n::altr:b?n?an perizinan pengumpulan - dan pengangkutan
h B3 (pengajuan, perpanjangan perubahan  dan pencabutan)

satu Daerah; -
5 . pul limbah B3
i Panaan perizinan bagi -m"suummn Limbah B3 mengrunakan alat




gelaksanaan

antauan pETizaﬁm r:;?lmh“mﬂ limbah B3 medi

senpgangkutan dan Pﬂnimh&“;m“ﬁ“ terhadap pr:ng::;mnn pemanfaatan,
sanaan fungsi lain an limbah B3; dan ’

: Yang di
s dan fungsinya, E diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

Pasal 20

Peningkatan Ka

Pasal 17 ayatpﬂrﬁaﬂhufunrgkunmﬂ Hidup sebagaimana dimaksud
san kebijakan, program €, mempunyai tugas mempersiapkan
limbah peningkatan ka a" kegiatan dan pelaksanaan operasional
melaksanakan tupas gha"m-‘junﬂkun_gﬁn hidup. _
catan Kapasitas Lingkungan wﬂﬂﬂ dimaksud pada ayat (1), Seksi
usunan kebijakan i Up mempunyai fungsi:
Han pengakuan Fﬁl‘adm masyarakat hukum adat,
ap 3t 0 atau
-mhuaﬂ tradisional dan hak kearifan lokal atau

tahuan tradisional dan hak MHA . X d
ulm lingkungan hidup; terkait dengan perlindungan dan
ifikasi,  verifikasi dan  validasi serta pencta

: pan pengakuan
ai‘;ﬂ"*‘*h““:::gp_ masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau
adisional dan hak Ml:-ﬂm:::ki?nd e kmﬁh'n e pmgttﬂlillzzﬂ
kungan hidup, ol RIS ERR
etapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan
| atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan
indungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

sanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
bentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
sunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau
ahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan
gan hidup;
1sunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA,
ifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

lenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan
ingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan

P
ional terkait PPLH; :
sanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan

o taa pengetahuan _tradisional terkait PPLH; ‘
apan model peningkatan kapasitas dan Penmgkatan
ama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait

.. ingkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama
: msmp;::] g:;u pengtahuan tradisional terkait PPLH;
mbangan materi diklat dan penyuluhan LH;

_' bangan metode diklat dan pen_ytfluhnn LH;

naan diklat dan penyuluhan LH; el

atan kapasitas instru dan penyuluh L T

1F mmui kebutuhan diklat dan penyuluhan;
sarpras diklat dan pmyxﬂuhﬂn LH;




pelaksanaan Tungsi 1y
P : "y
tugas dan fungsinya, N8 diberikan ojey, Kepaln Bidang terkait dengan

an  dan Kerusakan Lingkungan Hidup

unyai tugas melaksanakan "N dan  Kerusakan Lingkungan Hidup
dal_ﬂ pelaksanaan ﬂpemai?:]n}{r l“Fﬂn perumusan kebijakan, program,
an lingkungan hidup. al bidang pengendalian pencemaran dan

melaksanaka :
alian Pencer:n;l:agﬁﬁ ?hﬂg&lmﬂnﬂ dimaksud pada ayat (1), Bidang
an  Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai

Sanann pemantauan : ; |
e sumber pencemar institusi dan non institusi;
: uan kualitas air, udara, dan tanah;
entuan baku muty lingkungan; : '
sanaarn !
:ﬁngﬂi]m‘ﬂﬂﬂ pencemaran  (pemberian informasi,
penghentian) sumber pencemar institusi dan non

SHI1AAT pEmulihﬂn i . .
ili'!;asi din vedoacd mc;;mr:ﬂt; mmﬂr[pembermhan. remidiasi,
fitust dan non institusi:

tuan baku mutu sumber pencemar;

embangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian
gatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup

sunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi

sanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan
nstitusi;
anaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil
i sumber pencemar institusi dan non nstitusi;
aan sarpras pemantauan  lingkungan (laboratorium lingkungan);
tuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
rsanaan pemantauan kerusakan lingkungan,
SiT) o penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian
a penghentian) kerusakan lingkungan; :
anaan pemulihan (pembersihan,  remediasi, rehabilitasi dan
ij kerusakan lingkungan;
perlindungan sumber daya alam;
pengawetan sumber daya alam;
aan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
aan pencadangan sumber daya alam; _
. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
aan inventarisasi QRK dan penyusunan profil emisi GRK;
2an konservasi keanckaragaman hayatt :
kebijakan  dan pelaksanaan  konservasi, pen?ar}ll‘nnmn
utan, dan Pengmdﬂﬁm kerusakan keanckaragamin havati;

uan dan pengawasan pelaksanaan konservasi

agaman hayati; \
18 faatan keanekargaman  hayati;
ian konflik dalam P‘i’::m“ i dan pengelolaan  data  base

gaman hayati; dan diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan

fungsinya.
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Pasal 29

: 2 Penpendalia
e : ._'-:k Aari E il Fe"“m&lnn
. 8eksi Pencemaran Lingkyn
, v Ban;

8i Kerusakan Lingkungan; dan
B o
et B0 - im “. (

rada dibawah dan bertan d pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang

_ BBUng jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

dan  Kerusakan Lingkungan Hidup,

| Pencemaran Li ;
f a, mempmlf:uﬁgan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

B legiatan day tugas mempersiapkan perumusan kebijakan,
0 pelaksanaan operasional urusan pencemaran

elaﬁ::ﬁcsn tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
; gan mempunyai fungsi :
(Sanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
sanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
tuan baku mutu lingkungan;
sanaan penanggulangan pencemaran  (pemberian informasi,
K m]aa{an ~ serta penghentian]  sumber pencemar institusi
non institusi;
Sandaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi,
abilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
entuan baku mutu sumber pencemar;
embangan  sistem informasi  kondisi, potensi dampak dan
iberian  peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan
up kepada masyarakat;
isunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi
on institusi;
aksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non

itusi;

pembinaan tindaklanjut rekomendasi  hasil evaluasi

-r pencemar institusi dan non institusi; :
digan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);

selaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Pasal 24

‘Kerusakan Lingkungan sebagaim
| '-_-mmnpunyaig tugas mempersiapkan perumusan kebijakan, program,
atan dan pelaksanaan operasional urusan kerusakan lingkungan. ;
B O P aian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
kan Lingkungan mempunyai fungst sebagai wML
tuan kriteria baku kerusakan Mglcuﬂg;:;! ,

AL pmmnmuankema?k_;anhmlﬁmw- . Heaeslatin et

mpemuti-"hail lmnb;em{han, remediasi, rehabilitasi dan
: | L | =dﬂn l
: mfﬁflk; jain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan




gan Hi

2 avat (1) huruf ¢ du i
: » MEMPpunyaj py, P Sebagaimana dimaksud dalam Pasal
£33 mempersiapkan perumusan kebijakan

am, kegiatan dap
p
Elakﬂ'““ﬂﬂﬂ operasional urusan pemelinaraan

ungan hidup.
g ngkungan Hid Balmana dimaksud ]
: d ! k
sanaan peindungan o
kSanaan pengawetan sumber ﬂaygilﬁt.n"

pelaksanaan ka .

d i NISErvasi, pemanfaatan
antauan d:; Eeﬂflgezda!m kerusakan keanckaragaman hayati,
skaragaman hayati; gawasan pelaksanaan konservasi

elesaian ik dale
. Ehmgaﬁm n:icstem Iﬁ?;ﬂnfmtan keanekaragaman hayati;
ekaragaman hayati: dan rmasi  dan pengelolaan  database

sanaan fungsi lain vang diberi ; ;
B8 dan fungsinys. yang kan oleh Kepala Bidang terkait dengan

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 26

|

Dinas Lingkungan Hidup Tipe B dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis
melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dan/atau kegiatan

penunjang tertentu.
tukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada

perundang-undangan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

rdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang

ungsional, te : :
Jabatan Fungs alam berbagai kelompok sesuai dengan

Fungsional yang terbagi d
keahliannya. sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Fungsional nana .

- ugllea: ats:::mng E[ﬂ:uag?n fungsional senior yang ditunjuk dan
| {epala Dinas.

s i o bagaimana dimaksud pada ayat (1},

Jabatan Fungsional s¢ '
beban kerja.
an berdasarkan kebutuhan dan dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

a jonal sebagaimand ksud pads
n ﬁ:ﬁum peraturan perundang-undangan.
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BAB vy

Pasal pg
8, Sekretaris, Ke ;
' a
Pelaksana Teky, Bidang, Kepala sup Bagian, Kepala Seksi,

lungsional, diangkat dan

Pasal 29

Dinas merupakan i
Pakan jabatan eselon 1ik atau jabatan pimpinan tingg

dang merupakan i on llla atau jabatan administrator.
Sub gngiun dan ]EI:‘;TJLNET!UH 1lib atau jabatan administrator.
pengawas. eksl merupakan jabatan eselon [Va atau

BAB VIII
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 30

melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan
ﬁmgstm_'ml wa)ibh menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
asi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar
rjia yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
pinan unit kerja di Dinas Lingkungan Hidup wajib memimpin,
a, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta
petunjuk kerja kepada bawahannya.
inas dan seluruh pejabat struktural di Dinas Lingkungan Hidup
aksanakan fungsi pengawasan melekat dalam unit kerja masing-
£ mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian
lah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Laporan
Pasal 31

s Dinas waiib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara
e ﬁupu:a gewakti-\mm dan memberikan penjelasan teknis atau

s : men aikan laporan pelaksanaan
yang ditﬂtapki’;{smm% mkt@fwaktu serta memberikan

teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai
: iy v di Dinas Lingkungan Hidup wajib mﬂm
‘ ima dari bawahan ‘dan Wﬁ&‘a ?;hagai s an
oo memberikan saran pertimbangan pada Bupati




BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

i Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana “’rmﬂtumﬁ‘:rd

BAB X
PENUTUP

Pasal 33

lum diatur dalam Peraturan Bupati ini q:panjang mﬂ'}#ﬂﬂi
nya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut olen Bupati.
Pasal 34

ati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan
meng emerintahkan pengundangan
mﬂﬂﬁiﬁa alam Berita Daerah Kabupaten Rejang

di Curup
Lo i 97 Pusewber 2016

- 'KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2016 NOMOR 37!






